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Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah
Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
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Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kemenierian
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15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
270/MENKES/SK/ILI/2007 tertang Pedoman Manajerial Pencegahan
dan Pengendailan Infeksi di Ruman Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnnya;

16. Keputusen  Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nemor
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Cidera Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga;
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ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT OLARRAGA NASIONAL.



BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

(1) Rumah Sakit Olahraga Nasional adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian

Pemuda dan Olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Pemuda dan Clahraga

(2) Rumah Sakit Qlahraga Nasional dipimpin seorang Direktur Utama.

Fasal 2

_umah Sakit Olahraga Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pencagahan.

penyembuhan dan pemulihan di bidang ciderz oiahraga yang dilaksanakan secara serasi,

terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesshatan latinya serta

melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 3

Dalam meleksanakan tugas sepagairmana .dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit Olahraga
g

Masional menyelenggarakan fungsi:

a.

Pelaksanaan pelayaran kesehatar dan penanganan cidera olahraga secara paripurna
dari pelavanan promotif, preventif, kuratif, dan renabilitatif vang cermutu, aman dan
nyaman bagi para atlet, insan olahraga dan masyarakat pada umumnya; -
Pelaksariaan deteksi dini kondisi kesehatan para atlet, insan olahraga dan
masyarakat pada umumnya;

Pelaksanaan dukungan kesshatan 2an kebugaran atiet;

Pelaksanaan dukungan kesehatan pada pertandingan olahraga nasicnal, recional dan
internasional;

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan demi peningkatan kemampuan ecelavanan
xesehatan bagi para atlet, insan olahraga dan inasyarakat pada umumrnya;
Pelaksanzan penelitian, penapisan, dan pengembangan teknologl di  bidang
kesenatar: olahraga demi memberikan pelayanan kesehatan yary terbaik bagi para
atlet, insan olahraga dan masyarakat pada umumnya;

Pelaksanaan pelayanan dan asuhar keperawatan;

Pelaksanaan pelayanan rujukan;

Pengembangan sumber daya manusia; dan

Pelaksangan keuangan dan adrinistrasi. .



Pasal 4
Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Rumah Sakit Olahraga

Nasional secara administratif dibina oleh Sexretaris Kementarian Pemuda dan Qlahraga.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Organisasi Rumah Sakit Olahraga Nasional terdiri atas :

a. Dewan Pengawas;

b. Direktur Utama; _ -
¢. Direktorat;

d. Komite;

€. Satuan Pengawas Internal;

f. Instalasi; dan

d. Unit - unit

Dewan Pencawas
Pasal 6
(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasai 5 diangkat dan diberhentikan
oleh Menter; Pemuda dan Olahraga RI;
(2) Dewan Pengawas bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pemuda dan
Olahraga RI;
(3) Dewan Pengawas berjumlah tiga orang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota;;
(4 Cewan Pengawas mewakili unsur dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, ahli
perumahsakitan/mantan Direktur Utama dan unsur masyarakat clahraga;
(5) Dewan Pengawas mempunyai tugas mengawasi kinerja Direktur Utama dan

melaporkannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI;

Pasal 7
(1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI;
(2) Dewan Pengawas bertangging jawab langsung kepada Menieri Pemuda dan
Oiahraga RI;
(3} Direktur Utama mempunyai tugas:
& Merurmuskan kebijakan Rumah Sakit Oiahraga Nasional;

b. Penyusunan rencana strategis Rumah Sakit Clahraga Nasionai;



c. Penyelenggraan pelayanan pada Rumah Sakit Olahraga Nasional;

d. Pembinaan, koordinasi, pengendaliar, pengawasan, program can kegiatan pada
Rumah Sakit Olahraga Nasicnal;

e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan kepentingan dan
kelancaran operasionalisasi Rumah Sakit Olahraga Nasional;

f. Bertanggung jawab dalam mengurus dan mengoperasionalkan Rumah Sakit
Olahraga Nasional.

Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, direktur utama dibantu oleh 4 (empat)
Direkiorat;

(2) Direktorat dipimpin oleh seorang direktur yang diangkat dan diberheritikan oleh direktur
utama;

{3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pertanggung jawab iargsung kepada
direktur utama;

(4) Direkiorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Direkiorat Pelayanan Medik;

-b. Direkterat Administrasi dan kKeuangan ;

.

Direktorat Pengembangan SDM danr Kerja Sama Antar Lembaga; dan
. d. Direkturat Dukungan Kesehatan, Kebugaran-Atlet & Pertandirigan Olahraga.,

Direktorat Pelayanan Medik
Pasal 9
(1) Direktorat Pelayaran Medik yang selanjutnya disebut Direktorat 1 adalah unsur
pelaksana tugas dan fungsi Rumah Sakit dalam bidang pelavanan medik;
(2) Tugas Direktorat 1 adalan sebagai berikut:
a. melaksanakan pengeloiaan pelayanan medis;

b. melaksanakan pengeiolaan pelayanan keperawatan;

¢. meiaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang non medis;
d. melaksanakan pengelolaan instalasi-instalasi;
e. rnelaksarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 1C.
Calam melaksanakar tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasa! 9 ayat (2), Direktorat 1

imenyelenggarakan fungsi:



a. Penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan nengembangan pelayanan medis,
keperawatan, dan penunjang meadis;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang
non medis; dan

¢. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang non medis.

Pasal 10
Direktorat 1 terdiri atas:
Bidang Medik
Bidang Keperawatan

o o

Bidang Penunjang Non Medis
Instalasi;
Satuan Keria Fungsional; dan

oo @ 0

Unit Produxsi Makanan.

Pasal 11
(1) Bidang Medik szbagaimana dimaksud dalam Pasai 10 dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang Medik yang diangkat dan diberhent’kan olen Direktur Utama;
(2) Kepala Bidang Medik bertanggung jawab kepada Direktur 1.

Pasal 12
Bidang Meatk mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelayanan medis,

Pasal 13 _ ,
Dalam nielaksarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Medik
menyelenggarakan fungsi:
(1) Penyusunan perencanaan pelayanan medis;
(2) Pelaksanaan pengembangan pelayanan medis;

{3).Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis;

Pasal 14
(1) Bidang Xeperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin vieh seorang
Kepala Bidang Keperawatan yang diangiat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
(2) Kepala Bicang Keperawatan bertanggung jawab kepaaa Direktur 1.



Pasal 15
Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan.

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keperawatan
menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan perencanaan pelayanan keperawatan;
(2} Pelaksanaan pengembangan peiayanan keperawatan;

(3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan keperawatan;

Pasal 17
(1) Bidang Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh
seorang Kepzla Bidang Perunjang Non Medis yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama;
(2} Kepala Bidang Penunjang Non Medis bertanggung jawab kepada Direktur 1.

Pasal 18
Bicang Penunjang Non Medis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,

pangembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang non medis.

) . Pasal 19
Dalam me'aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penunjang non
Medis menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan perencanaan pelayanan penunjang non medis:
{2} Pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang non medis;

(3) Permantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan penunjang non medis;

Pasal 20

Bidang Penunjang Non Medis terdiri atas:

3k

. Subpidang Kesehatan Lingkungan;

&

Subbiaang Bimbingan Rohani;

s)

Susbidang Umum.



Pasal 21
(1) Sub Bidang Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang Kesehatan Lingkungan yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama;
(2) Kepala Sub Bidang Kesehatan Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penunjang Non Medis.

Pasal 22
Sub Bidang Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan

pengendalian mutu kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja di rumah sakit;

Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub bidang Kesehatan
Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
(1) Pelaksanaan pengelolaan kesehatan lingkungan di rumah sakit;
(2) Pengendalian mutu kesehatan lingkungan di rumah sakit;
(3) Pelaksanaan pengeiolaan keselamatan kerja di rumah sakit.
(4) Pernantauan, evaluasi dan pelaporan kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja di

rumah sakit,

Pasal 24
(1) Sub Bidang Bimbingan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang Bimbingan Rohani yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama;
(2) Kepela Sub Bidang Bimbingan Rohani bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penunjang Non Medis.

Pasal 25
Sub Bidang Bimbingan Rohani mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan
kerchanian bagi pasien dan karyawan-rumah sakit serta pengelolaan unit pemulasaraan

Ienazah dan kamar jenazah,

Pasal 26
Calam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Bimbingan

Rohani menyelenggarakan fungsi :



(1) Penyusunan rencana kegiatan bimbingan kerohanian bagi pasien dan karyawan;

(2) Pelaksanaan kegiatan bimbingan kerohanian bagi pasien dan karyawan;

(3) Pengelolaan unit pemulasaraan jenazaly dan kamar jenazah;

(4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bimbingan kerohanian dan unit

pemulasaraan jenazah dan kamar jenazah.

Pasal 27
Sub Bidang Bimbingan Rohani terdiri atas unit pemulasaraan dan kamar jenazah.

Pasal 28
{1) Unit Pemulasaraan dan Kamar Jenazah adalah unit yang mengurusi pemulasaraan
jenazah dan mengelola kamar jenazah.yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sub Bidang Bimbingan Rohani.
(2} Unit Pemulasaraan dan Kamar Jenazah dipimpin oleh seorang Kepala unit yang
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama:
(3) Unit Pemulasaraan dan Kamar Jenazeh mempurvai tugas menyediakan pelayanan

pengurusan jenazah dan mengelola kamar jenazah.

Pasai 29
(1} Sub Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang tmum vang diangkat dan diberhentjkan cleh Direktur Utama;
(2) Kepala Sub. Bidang Umum bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Non
Medis.

Pasal 30
Sub Bidang Umum mempunyal tugas meiaksanakan pengelolaan unit binatu dan kegiatan

lain yang tidak mencakup pada subbidang iain.

Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebagaimara diinaksud dalam Fasal 30, Sub Bidang Umum
menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan rencana kegiatan lain yang tidak rercakup pada subbidang lain;
(2) Pelaksanaan keglatan lain yang tidak tercakup pada subbidang lain;
(3) Pengelolaan urit binatu;



(4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan lain yang tidak tercakup pada subbidang

lain dan unit binatu.

Pasal 32
Sub Bidang Umum terdiri atas Unit Binatu.

Pasal 33
(1) Unit Binatu adalah unit yang bertanggung jawab terhadap linen Rumah Sakit
Olahraga Cibubur yang berada dan bertanggurg jawab kepada kepala Sub Bagian
Urnum,
(2) Unit Binatu dipimpin oleh seorang kepala unit binatu yang diangkat dan
diberhnentikan oleh Direktur Utama;
(3) Unit Binatu mempunyai tugas penerimaan, seleksi, pencucian dan pengepakkan linen
Rumah Sakit:
Instalasi
Pasal 34
(1) Inctalasi adasah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dain menyelenggaiakan
kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatinan, serta penelitian dan pengembangan
rumah sakit.
{2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan dan
kemampuan rumah sakit.
{3) Instaiasi bergda di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 1 yang dipimpin
oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
{4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga
fungsionai.. ' .
(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan’ jenis instalasi dilaporkan secara tertulis

Kepacda Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 35
Di fingkungan Direktorat 1 sekurang-kuraignya dibeintuk Instalasi yang terdiri atas Instaias
Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalar, Instalasi Rawat Inap, Instaiasi.Kamar ‘Bedah,
Instelasi ICU, Instalasi CSSD, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Irstalasi Farmasi,

Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Instalasi Gizi.



Satuan Kerja Fungsional
Pasal 36

(1) Satuan Kerja Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis
dalam jabatan fungsional yang berada dibawah.dan bertanggung jawab kepada
Direktur Utama.

(2) Satuan Kerja Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan,
pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan,
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

(3) Dalam meiaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Fungsional menggurakan pendekatan
tim dengan tenaga profesi terkait

Pasal 37
Instalasi Gizi terdiri atas Unit Produksi Makanan

. Pasal 38

(1) Urit Produks! makanan adalah unit penyedia makanan bagi kebutuhan pasien dan
karyawan Rumah Sakit Olanhraga Nasional yang berada dibawah Instalasi Gizi;

(2) Unit Produksi makanan dipimpin oleh seorang kepala unit yang diangkat dan
diberhentikan vieh Direktur Utama;

(3) Unit Produksi makanan mempunyai tugas menyediakan makanan sesuai dengan

standar gizi bagl pasien dan karyawan Rumah Sakit Olahraga Nasional.

Direktorat Administrasi dan Keuangan
Pasal 39
(1) Direktorat Administrasi dan Keuangan yang selaniutnya disebut Direktorat 2 adalah
unsur pelaksana tugas rumah sakit dalam bidang pengeloiaan administrasi dan
Keuangan,
(2) Tugas Direktorat 2 adalah sebagai berikut;
a. Melaksanakan pengelolaan keuangaii rumah sakit;
b. Melaksanakan pengelolaan urusan adrninistrasi umum;

¢. Melaksanakan pengelolaan teknologr informasi rumah sakit.

Pasal 40 )
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasai 39 ayat (2) , Direktorat 2

menyelenggarakan fungsi:
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Pengelolan keuangan;

Pengelolaan urusan administrasi umum;

Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
Pengumpulan dan pengelolaan data;

Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
Pengelolaan teknologi informasi rumah sakit; dan
Pengelolaan aset rumah sakit

Pasal 41

Direktorat 2 terdiri atas:

a. Bagian Keuangan;
b.

C.
d.

Bagian Administrasi;
Bagian Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS);
Unit Aset Rumah Sakit.

Pasal 42

(1) Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud pada pasal 41, dipimpin oleh seorang

kepala bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;

(2) Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur 2.

Pasal 43

Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola pendapatan rumah sakit, piutang rumah

sakit, pengeluaran dan pelaporan keuangan dan pajak.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, bagian keuangan

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan keuangan rumah sakit yang bersumber dari APBN, PNBP dan non PNBP;

b. Pelaksanaan urusan akuntasi dan perpajakan;

Pelaksanaan penagihan piutang dan klaim asuransi JKN dan asuransi swasta;dan

d. Evaluasi dan penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan.

Pasal 45

Bagian keuangan terdiri atas:

a. Sub Bagian Pendapatan;



b. Sub Bagian Akuntansi dan Pajak; dan
c. Sub Bagian Penagihan.

Pasal 46
(1) Sub Bagian, sebagaimana dimaksud pada pasal 45, dipimpin oleh secrang Kepala
Sub Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
(2) Kepala Sub Bagian, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 47
Sub Bagian Pendapatan mempunyai tugas mengelola pendapatan rumah sakit  yang
bersumber dari APBN, PNBP dan non PNBP;

Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, Sub Bagian Pendapatan
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengelolaan pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari APBN, PNBP dan non
PNBP;

b. Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Pasal 49
Sub Bagian Akuntansi Dan Pajak mempunyai tugas pengelolaan pelaporan keuangan rumah
sakit dan perpajakan

Pasal 50
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Sub Bagian Akuntansi
dan Pajak menyelenggarakan fungsi:
a. Pembayaran kebutuhan Rumah Sakit;
b. Pencatatan, pengumpulan dan pengarsipan data pengeluaran Rumah Sakit;
¢. Pengolahan data pengeluaran rumah sakit;
d. Pelaporan keuangan dan perpajakan rumah sakit;

e. Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan



Pasal 51
Sub Bagian Penagihan mempunyai tuges pelaksanaan penagihan piutang, klaim asuransi

JKN dan klaim asuransi swasta.

Pasal 52
Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, Sub Bagian Penagihan
menyelenggarakan fungsi:
a. Penagihan Piutang Rumah Sakit;
b. Pengajuan klaim asuransi JKN kepada BPJS;
¢. Pengajuan Klain asuransi kepada pihak swasta;

d. Perencanaan, evaluasi, dan peiapoidn peiaksanaan kegiatan.

Pasal 53
Sub bagian penagihan terdiri atas:
a. Seksi Piutang Rumah Sakit;
b. Seksi Klaim JKN; dan
c. Seksi Klaim Asuransi Swasta.
Pasal 54

(1) Seksi, sebagaimana dimaksud pada pasal 53 dinimpin olsh seorang Kepala Seksi
yang diargkat aan diberhentikan oleh Direktur Utama;

(2) Kepala Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab Jangsung
kepada Kepala Sub Bagian Penagihan.

: Pasal 55
(1) Seksi Piutang Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penagihan piutang rumab
sakit;
{2y Sekei ¥iaim JKN mempunyai tugas melakukan penagihan asuransi BPIS kesehatari
dan ketenagakerjaan; dan
(3) Seksi Klaim Asuransi Swasta mempunvai tugas melakukan penagihan asuransi

swasta.

Pasal 56
11 Bagian Administrasi. sebagaimana dimaksud pada pasal 41, dipimpin cleh seorang
kepala bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;

(2) Kepaia Bagian Administrasi bertanggung jawab kepade Direktur 2.



Pasal 57
Bagian administrasi mempunyai tugas melaksariakan urusan ketatausahaan, kepegawaian
dan kerumahtanggaan.
Pasal 58
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, Bagian Administrasi
menyeienggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, pengarsipan, dan dokumentasi;
b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
¢. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

d. - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 59
Bagian Administrasi terdiri atas:
2, Sub Bagian Adm'nistrasi, Arsip & Dokumentasi
£. Sub Bagian Personalia

€. Sub Bagian Rumah Tangga

Pasal 60
(1) Sup Bag:an, zebagaimana dimaksud pada pasal 59, dipimpin oleh seorang Kepaia
Sub Bagian yang diangkat dan diberhentikan oieh Dirextur Utama;
(2) Kepala Sub Bagian, sebagaimana dimaksud pada avat (1), bertangoung jawab

langsting kepada Kepala Bagian Administrasi.

Pasal 61
Sub Bagian Administrasi, Arsip & Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan

kelatausahaan, pengarsipan dan dokumeritasi;

Pasal 62
Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, Sub Bagian
Administrasi, Arsip-& Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan segala urusan ketatausahaan Rumah Sakit;
b, Pelaksanaan pengarsipan berkas-berkas vang dimiliki oleh Rurnah Sakit;
c. -Pelaksanaan.Dokumentasi kegiatan adminstratir yang dimiiiki oleh Rumah Sakit;

-d. Pemarrauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.



Pasal 62

Sub Bagian Perscnalia mempunyai tugas meiakukan ucusan administrasi kepegawaian.

Pasal 64
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Sub Bagian Personalia
menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan keadministrasian pegawai Rumah sakit;

b. Pernantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatain

Pasal b3
Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal A6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam pasal 65, Sub Bagian Sub Bagian
Rumah Tangga menyelenggarakan fungs::
a. Pengelolaan urusan perlengkapan rumah sakit;
h. Pengeloiaan urusan kebutuhan rumah tangaa;

. FPernancauan, ¢valuasi dan pelapoian kegiatsn,

Pasal 67
(1) Bagian Sistem Informasi Rumah Szkit (SIRS), sebagaimana dimaksud pada pasal 41,
dipimpin oieh seorang kepala bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
I_h“,ame_:;
(2) Kepala Bagian Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) bertanggung jawab kepada

Direktur 2.

Pasal 68
Bagian Sistam Informasi Rumah Sakit (SIRS) memipunyai tugas mealaksanakan pengumpulan

data, perencanaan, pelaporan dan evaluasi rumaiy sakit. .

= Pasai 69
Dazlam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal -68, - bagian SIRS
menyeleriggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengarsipan dan pelaporan data rekam medis pasien;



h. Parencanaan, pemantauan, pelaporan dan evziuasi kegiatan di rumah sakit;
¢. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi rumah sakit,

d. Pemantauan. evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 70
Bagian SIRS terdiri dari:
a. Sub Bagian Rekam Medis;
b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;

¢. Sub Bagian Teknologi Informasi.

Pasal 71
{1) Sub Bagian, sebagaimana dimaksud pada pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
(2) Kepaia Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertangguinc jawab
langsung kepada kepala Bagian SIRS.

e E Pasal 72
Sub Bagian Rekarn Medis niempunyai tugas melaksanakan pengumplilan, pengarsipan dan
nelaporan date pasien;
Pasal 73
Dalam melaksarakan tugas sebagaimara dimeksud dalam pasal 72, Sub Bagian Rekam
Medis ritenyeienggarzkan fungsi:

a. rPengunpuian data pasien;

G

Pegarsipan data pasien;

]

Pelaporan data pasien;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelapcran kegietan.

rasai 74
Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaiuast mempunyal tugas inelaksangan
perencaraan, pamantauan, pelaporan dan evaiuasi kegiatan di rumah sakit.

Pasal 75
Dalam  melaksarakan tugas sebagaimaina dinaksud dalam pasal 74, Sub Bagiar
P=rencanaan, Pelanporan dan Evaluasi menyelenggeaiakan fundgsi;

a. Perencanaan kegiatan Rumah Sakit;



b. Penyusunanan RKA KL Rumah Sakit;

¢. Pemantauan, avaluasi dan pelaporan regiatan

Pasal 76
Sub Bagian Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan

nenatalaksanaan sistem Komputerisasi di rumah sakit.

Pasal 77
Dalam melaiksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa! 76, Sub Bagian Teknclogi
Informasi meriyelenggaiakan fungsi:
a. Pengeiolaan data rumah sakit;
h. Penatalaksanaan sistem komputerisasi rurnah sakit;
- . Pengelolaan sistem komputerisasi rumah sakit;

¢. Pemantauan, eveluasi dan pelaporan kegiatan

Uinit Aset RS
. 1 . Pasal 78 .
(1) Unit Aset adaiah unit pengeloia fasilitas ¢! rumah sakit yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Cirektur 2;
(2) Urit Aset RS dipimpin olah seorang kepala unit yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama;
(3) Unit Aset RS mempunvai tugas mendataan, mengelola dan memelihara aset yang

dimiliki oleh Rumah Sakit Olahraga Nasional.

Dircktorat Pengembangar SOM & Kerjasama Antar Lembaga
Pasal 79
(1) Direkicrat Pengernbangan SDM & Kerjasama Antar Lembaga yang selanjutnya
disebut Direktorat 3 adalah unsur pelaksara tuges dan Tungsi Rumah Sakit-dalam
bidang penge'olaan diklat, pengembangan SDM, dan kerjasama antar lembaga;
{2) Tugas direkioiat 3 adalah sebagai berikut:
a. Metaksanaran kegiatan pendidikan dan peletihan;
b. Malaksanakan Urusan pengemhbangan SDM;

¢. Melaksanakan kerjasama antar lembaga.



Pasal 80
Dalam melzksanakan tugas sebagaimana i maksud dalam pasal 7S ayat (2), Dirextorat 3
menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi;
b. Pelaksanaan urusan pengemhbangan profesi;
¢. Pelaksanaan kerjasama antar iembaga; dan

d. Pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 81
Direktorat 3 terdin atas.
4. Bidang Diklat;
b. Bidang Pengembangan SDM;

f'ﬁ

Bidang Kerja Samea Antar Lembeaga;

gL

Tim Pertimbangan SDM; dan

Jnit Perpustakaan.

M

Pasal 82
(1} Bidang Dikiat cebagaimana dimaksud padz pasal 81 dioimpin oieh seoraing kepala
bicang yang diangkat dan diberhentikan cleh Direktur Ltama;

(2) Kepala Bag.an Diklat bertanggung iawab kepaca Direktur 3.

. Pasai 83
Bdang Dikizt mempunyai tugas rreiaksanakar penyusunan  Karikulum,  program,
penyeienggaraan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Pasal 84
Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 83, Bicang Pendidikan dan
relatihan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan kurikulum dan materi kegiatan;

o

Ponyusunan program;

Penyelenggaraan kegiatan;

a o

* Pengelolaan unit perpustakaan; dan

E’D

Pemaiitauan, evealuasi dan pelaperan peiaksanaarn kKegiavan,
Pasal 85

Bagiar Pendidikan dan Peiatinan terdiri atas:



a. Sub Bidang Program dan Evaluasi;
p. Sub Bidarg Penyelenggaraan; dan
¢. Sub Bidang Kurikulum.

Pasal 86
(1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud nada pasal 85 dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama;
(2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bidang Diklat.

Pasai §7
Sub Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penylapan penyusunan
rencana, program, serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan

pelatinan;

Pasal 88
Dalam melaksarzkan tugas sebagal mana di maksud daiam pasal 87, Sub Bidany Program
can Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a. relaksaraan pedviapan rencana kegiatan aikiat;

D. Pelaksanaan proygram diklat rumah sakit;

¢. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan diklat.

Pasal 89
Sub Bidang Periveienggaraan mempunyai tugas mempersiapkan penvelenggaraan kegiatan
pendidikdan den oelatinan;

Pasal 90
Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud Jdalam pasal 89, Sub Bidang
Peryeienggaraan menyelenggarakan funasi:
a2, Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dikiat;
b. Pelaksaraan pengembagangan kegiatan dikiac

c.. Pamantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan diklat. -

Pasal 91



Sub Bidang Kurikulum mempunyai tucas melakukan penyianan materi kegiatan dan
melakukan pengelolaan unit perpustakaar.

_ Pasal 92
Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam pésar 91, Sub Bidang Kurikulum
menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan penyiapan materi dikiat;
b. Perbaharuan materi diklat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

€. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan. -

Pasal 63
Bidang Pengembangan SDM mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan urusan
pengembangan SDM Rumah Sakit Olahraga Cibubur:

Pasal 94
Dalam melaksanakan tugas seagaimana dimaksud dalam pasal 93, Bagian Pengernbangan
SDM raenvelenggarakan fungsi
a. Perencaraen urusan pengembangan profesi tenaga medis dan non medis;
0. Penghimpunan informasi dan rekcmendasi terkait pengembangan profesi;
€. Pelaksanaan urusan pengembangan profesi ci rumah sakit; dan
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terkait kegiatan pengembangai
profesi.
Pasal 95
Bicang Kerjasama Antar Lembaga mempunyei tugas menjaiin kerjasama dangan instensi
atau lembaga pemerintah dan swasta.
©, Pasai 96 .
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 95, Bidang Kerjasama A&ntar
tembaga menvelenggarakan fungsi:
a. Sosialisasi pelayanan Rumah Sakit;

b. Peiaksanaan promosi rumah sakit;

(@]

Pelaksanaan promosi kesehatan melalui miedia; o - ‘
d. Pembinaan kerjasama dengan instansi/iembacz pemerintah dan swasta.
€. Pengelolaan kerjasama dengan Jaminan Kesehatan - Nasional f8PIS/ asuransi

pemetintah); dan



f. Pengelolaan kerjasama dengan asuransi swasta,

g. Pemantavan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 97
Bidang Kerjasama Antar Lembaga terdiri atas:
a. Sub Bidang Humas;
b. Sub Bidang Keria Sama Antar Lembaga; dar

¢. Sub Bidang Jaminan Kesehatan.

Pasai 98
(1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 97 dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang diangkat dan diberheritikan oleh Direktur Utama;
(2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada avat (1) bertanggung jawab
iangsung kepada Kepala Bidang Kerjasama Antar Lembaga.

Pasal 99

Sub Bidang Humas mempunyai tugas meiakukan sosiaiisasi pelavanan Rumah Sakit,

Pasal 100
Dalam melaksanakan tugas sebagaimara dimaksud dalam pasal 99, Sub Bidang Hurnas
menyelengaarakan fungsi: -
a. Peiaksanaarn sosialisasi pelayanan Rumah Sakit;
& Pelaksanaan promosi rumah sakit;
¢. Pelaksanaan promosi kesehatan nelalui media;
+d, Penerimaan formasi/pengaduan, masukan/saran, dan- merespon pengaduan dari
masyarakat.

g. FPemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kagiatan.

) Pasal 161
Sub Bidann Kerlasama Antar Lembaga mempunyai tugas untuk membina keriasama dengan

rRumah Sakit permbina staupun pihak uar ‘ainnya.

Pasal 102
Dalam melaksanaken tugas sebagaimana diraksud dalam passl 101, Sub Bidang Kerjasamis

Antar Lembaga rnenyeicnggarakan fuingsi.



-

a. Pelaksariaan pembinaan kerjaszia dengaii instansi/lembaga pemerintah:
b. Pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansifiembaga swasta:

¢. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peiaksanazn kegiatan.

Pasal 103
Sub Bidang Jaminan Kesehatan memipunyai tugas melakukan pengelolaan kerjasama

dengan BPJS dan dengan asuransi swasta.

Pasai 104
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam- pasal 103, Sub, Bidang Jamiran
Kesehatan menyeienggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan ketenagaketjaan;
b. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak asuransi swasta;

¢. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Tim pertimbangan peoawai
Pasal 105

(1) Tim pertimbangan pegawai adalah tim creadential rekrutmen cian disiplin pegawai
yang‘ ‘ber"ada dibawah dan bertanggungjawab langsting kepada Dirextur
Pengembangan SDM dan Kerjasama Antar Lembaya;

(2) Tim pe-rtimbangan pegawai dipimpin olah seorang ketua mempunyai sekretans dan
anggeta | |

(3} T'm pertimbangan pegawai mempunyai tugas memberikan usulan tertang

rualifikasi, disipiin dan rekrutmen pegawai.

Unit Perpustakaan
Pasal 106

(1) Unit perpustakaan adalah unit penyedia informasi kesehatan yang berada dibawah
dan berlanggunigjawab langsung kepadi..  Direktur Pengembangan SDM  dan
Keriasama Aitar Lembaga;

(2) Unit perpustakean dipimpin olah scorang kepala perpustakaan dan rempunyai
sckretaris dan anggota

(3) Unit perpustakaan mempunyai tugas menyediakan dan memierbaharui informasi

kesehataii serta mengelola jurnal hasii penalitian rumah sakit.



Direktorat Dukungan Kesehatan, Kebugaran Atiet & Peitandingan Olahraga
Pasal 107

(1) Dire_ktorat Dukungan Kesehatan, Kebugaran Atlet & Pertandingan Olahraga yang

selanjutnya disebut Direktorat 4 adalah unsur’ pelaksana tugas dan fungsi Rumah
Sakit dalam bidang Dukungan Kesehatan, Kebugaran Atlet & Pertandingan Olahraga.

(2) Tugas Direktorat 4 adalah sebagai berikut:

Melaksanakan dukungan kesehatan bagi atlet dan masyarakat olahraga;

b. Melaksanakan pengembangan, penelitian dan penapisan teknologi kesehatan
olahraga; -

¢. Meiaksanzakan dukungan kebugaranbaci atiet;

d. Melaksanakan dukungan pada pertandingan-olahraga;

Pasal 108

Dalam nelaksanoskan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayeu (2), Direktorat 4

menyelenggyarakan fungsi:

a.

(=2

a o

fJ

Pelaksariaan dukungan kesehatan Atlez dan masyarakat olahraga dalam hal
pemeriksaen medis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan psikologi,

Pelaksanaan pengembangan, penelitian dan penapisan teknologi kesehatan clahraga
bayi atlet;

Pelaksanaan dukiingan kebugaran atiet ;

Pelexsanaan cukungan pertandingan clahraga;

Pemantauan, 2valuasi dan pelaperan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 109

Direktorat 4. terdir. atas:

o3

Bidang [ukungan Kesehatan Atlet;

Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Bidana Dukungan Kebugaran Atlet dan Pertandingan Olahragg;
Unit-kebugaran, sauna dan masase;

Unit ambeitans.

Pasal 110

(1) Bidang Cukungan Kesehatan Atlet sebagaimans dimaksud pada pasal 109 dipimpin

2)

oleh seorang. kepala bidang yana diangkat dan diberhentikan oleh Dirsktui utama;

Kepale Bidang Dukungan Kesenatan Atlet bertanggung jawab kepada Direkiur 4.



Pasal 111
Bidang Dukungan Kesehatan Atlet mempzunyai tugas melakukan pemeriksaan kesehatan,

fisik dan psikoiogi bagi atlet dan masyarakat umum.

Pasal 112
Dalzm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Bidang Dukungan
Keszshatan Atlet menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pemeriksaan medis atlet sesuai cabang olahraga;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fisik atlet sesuai cabang olahraga;

¢. Pelaksanaar p-meriksaan psikoiogi. stlet sesuai cabang olahraga;

d. Pengelolaan peraiatan biomekanik;.
e. Penyembangan pelayanan medical, physical dan phsycoiogical check-up:
f. Pemantauan, esvaluasi, dan petaporan pelaksaan kegiatan

Pasal 113
didang Dukungan Kesehatan Atlet terdiri atas:
Siib Bidang Pemeriksaan Medis
b. Sub Bidang Pemeriksaan Fisik

c. Sub Bidang Pemeriksaan Psikologi

Pasal 114
{3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 115 dipimpin oleh secrang Kepala
Sub Bideng yang diangkat dai dibaerhentikar oleh Direktur Utama;
4} Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertangguny iawab

langsung kepada Kepala Bidang Dukungan Kesehatan.

. Pasal 115
Sub Bidang Pemeriksaan Medis mempunvai tugas melakukan pemeriksaan kesehatan atlet

sesuai kehutunan;
Pasal 1i6 - -
Dalam melaksanakan _t\gas sepbagaimana dimaksud - dalam Pasal 115 Sub Bidang

Pemeriksaan Medis menyelenggarakan funcsi:
a. Pelaksanaan pemeriksaan medis;
b. Penvusunan standar pemeriksaan medis;

<. Pemeliharaen peralatan pemeriksaan miedis,



d. Pemantauan, evaluasi, dan pelapcran pelaksaan kegiatan,

Pasal 117
Sub Bidang Pemeriksaan Fisik mempunyai tugas melakukan pemeriksaan fisik sesuai cabang
clahraga;
Pasal 118
Dalam rnelaksanakan tugas sebagazimana dimaksud dalam Pasal 117 Sub Bidarig
Pemeriksaan Fisik menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaer pemeriksaan fisik oizhraga;
E. Penyusunan standar pemeriksaan fisik olahrage;

Pemelihaiaan peralatan pemeriksaan fisik oichraga;

Lg)

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan nelaksaar kegiatan.

Pasa! 119
Sui, Bidang Pemeriksaan Psikologi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan psikologi

sesuai kebutuiian.

g = : F-asal 120 -
Dalarn  meakserakan tugas sebagaimana dimawsud dalam Pasal 119 Sub  Bidang
Pemeriksaan Psikologi menyelenggaraken fungsi:

a. Felaksanaan pemeriksaan psikoiogi;

b, Penyusunan standar pemeriksaan psikoiogi;

m

Pemeliharaan peralatan pemeriksaan psikoingi; -

i

Pemantauan, evaluasi, dar pelaporan peleksaan kegiatan,

Pasai 121
(1) Bidang . Renelitian dan Pengembangan sepagaimana dimaksud pada pasai 109
gipimpin oleh senrang kepala pidany vang diangkait dan dibernentikan oleh Direktur
uhama,

{2} Kepala Bidang Penelitian dan -Pengembangan bertanggung jawab kepada Direktur 4.

Pasai 122
Bidang Penelitiar: dah Pengembangan mempunyai tugas melakukan meiakukan penapisan

teknolcgi kesehatan olahraga dan pelaksanzan pengembangan serta penelitian.



Pasal 122
Calam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasai 122 Bidang Penelitian dan
Pengembangan menyeienggarakan fungsi:
a. Penapisan teknologi di bidang kesehatan olahraga;
b. Pelaksanaan pengembangan dan penelitian di bidang kesehatan olahraga;

¢. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 124
Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
2. Sub Bidang Pengembangan dan Penelitian,

b. Sub Bidang Penapisan Teknologi esehatan Clahraga.

Pasal 125
(1) Sub Bidang sebagaimana dimakswd oada pasal 124 dipimpin ¢leh seorang Kepala
Sub Bidang yang diangkat dan diberhentikar: oleh Direktur Utama;
(2; Kezala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Bidang Perclitian dan Pengamkbanganr.

Pasal 126
Sub Bidang Pengembangan dan Penelitian mempunyal tugas melakukan penelfitian dan

pengembangan di bidang kesehatan clahraga.

Fasal 127,
Dalam mealaksanzkan tugas sebagaimana dimaksud dalarn . Pasal 126, Sub Bidang
Pengembangan ¢an-Penelitian menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan Perelitian di bidang kesehatan clahraga;

Cr

Feiaksanaan pengeimbangan teknologi di bidang kesehatan olahiaga;

-~

Femantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 128
Sub Bidang Penapisan Teknologi Kesehatan Olahraga mempunyai tugas melakukan
penapisan teknolcygi di bidang kesehatan olahraga;

ERYS



Pasal 129
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud daiaims Pasal 128, Sub Bidang Penapisan
Teknologi Kesehatan Olahraga menyelenggaiakan funysi:
a. Pelaksanaan penapisan teknologi di bidang kesehatan ciahraga yang aman bagi
atlet;

o

Penyusunan standar teknolegi di bidang kesehatan olahraga yang aman bagi atlet;

¢. Pelaksanaan penelitian guna mendapatkan teknologi terbaru di bidang kesehatar,
olahraga yang berguna bagi atlet:

d. Pemantauan, evaluasi, dan peiaporan kegiatan.

Pasal 130

(1) Bidang Dukungan Kebugaran Atlet dan Pertandingan Olahraga sebagaimana
dintaksud pada pasai 108 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang diangkat dan
giberhentikan cleh Direktur utama;

(2) Kepale Bidang Dukungan Kebugaran Atlet dan Pertandingan Olahraga bertanggung

jawab kepada Direktur 4.

Fasal 131
Bidang Dukurigan Rebugaran Atlet dan Pertaiidingan Clahraga melaksanakan pengelolaan

kegiatan yang terkait dengan kebugearan avet den dukungan pada pertandingan olebraga.

Pasa!l 132
Dalam wweiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal, 131, Bidang Dukungan
Kebugaran Atlel dan Pertandingan Oiahraga menyeienggarakan fungsi:
#. Pengeloiaan dan pelaksanaar kegiatan terkait kebiigaraan atlet;
n. Pengelolaanh dan pelaksanaan kegiatan terkait dukungan kesehatan di iuar Ruman

Sauit; -

lf")

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan. . : :

Pasal 133
Bidano Dukungan Kebugatan Atlet dan Pertandingan Olahraga terdiri atas
_{4)Sub Bidang kebugaran Atlet; -
{2) Sub Bicang Dukungar Pertandingan Clahraga.

j 1A
. Pasal 134



(1) Sub Ridang sebagaimana dimaksud pada pasai 133 dipimpin oleh seorang Kepala
Sup Bidang yag diangkat dan diberhentikan oieh Direktur Utama;
(2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimeksud pada ayat (1) bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Pasal 135
Sub Bidang Kebugaran Atlet mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan terkait kebugaran atlet;

_ Pasal 136 ‘
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 135, Sub Bidang Kebugaran
Atiel rmenyelenggarakan fungsi: 2
a. Pengelolaan kegiatan guna meningkatkan kebugaran atlet;
0. Pelaksaraan kegiatan kebugaran atlet;

¢. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 137
Sub Bidang Dukungan Pertandingan Olahraga memptinyai tugas melaksanakan p=ngelolasn

dan pelaksanaan kegiatan-terkait dengan dukungan kesehatan pertancingan: ciahraga.

rasal 133
Daiam melaksanakar: tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 137, Sub Bidang Dukuiican
Pertandingan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kegiatan dukungan kesehatan pertandingan ciakraga;
b. Pziigeioiaan kegiatan dukungan kesehatan pertandingan olahraga;

. €. Perantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 139
{1) Unit kebugaran, sauna dan masase sebagaimana dimaksud pada pasi 108, dipimpin
oleh seorang Kepala unit yana diangkat dan diberhentikan oleh Direitur utamay -

(2) Kepala Unit kehugaran, sauna dan riasase bertanggung jawab kepsda Direktur 4.

- ' Pasal 140
Unit kebugaran, sauna dan masase memiliki tugas melaksanakan pengeiolaan kegiatan vang

terkait denigan hagiain kebugaran, sauna dan masase.



Pasal 141
Dalain melaksariakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, Uinit kebugaran, sauna
dan masase mernyelenggarakan fungsi:
a. Pengelolaan kegiatan kebugaran, sauna dan masase;
b. Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan yang digunakan dalam kegiatan kebugaran,
sauna dan masase;
C. Perencanaan pengembangan kegiatan kebugaran, sauna dan masase;

d. Pemantadan, evaluasi dan peiaporan kegiatan,

Pasal 142 )
(1) Unit Ambulans sebagaimana dimaksud pada pasal 109 cipimpin cleh seorang kepala
unit vang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama;

(2) Kepala Unit Ambulans bertanggung jawab kepacia Direktur 4.

Pasal 142
unit Ambulans memiiki tugas melaksanakan pengelolaan keglatan transportasi rujukan bagi
pasien.
Pasal 144
Daiam melaksanakan tugas sebagamana dimaksud dalam ‘pasal 143, it Ambuians
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengelolaan transportasl rujukan bagi pasien;
b. Pengeiciaan transportasi bagi kegiatan dukungan pertandingan oianraga;
c. Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan yang diperiuxan bagi kegiatan transportas
baik urtuk rujukan pasien maupun bagi kegiatan ditkungan pertardingan olahraga;

d. Pemantzauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Komite
Pasal 145

1) Komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diarngkat dan diberhentikan clet
Direkrur Utama; - .

(2) Kemite bertanggung jawab langsung kepada Direltur Utama;

(3) Kemite terdiii dari tenaga ahli atau profesi yana di bentuk dengan tugas membeiikar;
pertimbangaan strategis kepada Direklur Utarma daiam rangka peningkatan dan
pangembangan pelayanan rumszh sakit.

{4 Kemite tardiri otas Ketua, cekretaris dan anggota



(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan cleh Direktur
tama setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Kementerian Pemuda dan
Olahraga.
Pasal 146
Komite terdiri atas:
{1) Kemite etik gan hukum;
{2) Komite Medik;
(3) Komite Keberdwatan b

(4) Komite Keselamatan Pasien dan Nosokomial.

Pasal 147
kemite etik dan nukum sebaimana dimaksud pada pasal 146 memiliki tugas memberikan
pertimbangan kepada Direktur utama dalam hal menyusun dan  merumuskan

medicoaticolegai dan etik pelayanan rumah sakit.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 147, Komite etik dan
hukum menyelenggarskan fungsi:

a. Penyusunan dan perumusan medicoeticclegai dan etik pelayanan rumah sakit;

b. Fenyelesaian masalah etik kedckteran;

¢. Penyelesaian penyelenggaraan terhadap kode etik pelayanan rumah sakit:

a. Pemelinaraan etika Penyelengaraan fungsi rurman sakit;

e.- Pelaksanaan kebiyakan yang herkailan dengan rnospital byiaws dan medicar staf

byiaws;

“h

Pelaksanaan penganganan masalah hukum dirumah sakit.
Pasai 143
Kemite Medik sebagaimana dimaksud pada pasal 146, memiki tugas menjaga
meringkatkan proresignalisme staf medis yang bekerja di rumeh sakit guna menjaga mutu
peiayanan medis dan keselamatan pasien diruman sakit:
_ Pasal 150
Datam  melaxksanakan, tugas sebagaimana dimaksud dalam pasat 149, Komite medik

menveienggarakan fungsi:



a. Pelaksanaan kiedensial bagi seluiuh staf mecis yang akhan melakukan pelayanan
medis di ruman sakit;
b. Pemeliharaar mutu profesi staf medis;dan

c. Pelaksanaan disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

Pasal 151
Komite Kkeperawatar sebagaimana vang dimaksud pada pasal 146, memiliki tugeas

meningkatkan prefesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah sakit.

Pasal 152
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dinaksud dalam pasal 151, Komite medik
menyelenggarakan furgsi:
a. Pelaksanaan kredensial bagi seluruh staf keperawatan vyang akar melakukan
pelayanan keperawatan di rumah sakit;

. Pemeliharaan mutu profesi staf keperawatan;can -

1~

Pelaksanaan disiplin, etika, dan nerilaku profesi staf keperawatan.

Lasal 153
Komiite Keseiamatan Pasien dan Nosokomial sebaqgairnana yang dimaksud pada pasa!l 146,
mermiliki tugas meningkatkan standar keselamatan pasien dan penanggulangan infeksi di
rymah saldt.
Pasal 154
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuc dalam pasal 153, Keselamatan Pasien
dan Nosokomial meanyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan keselamatan pasier dan pencegaban infeksi;
& Pelaksanaan sosialisasi kebijakan keselamatar pasien dan pencegahan infexsi di
rumah sakit;

Penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelapcran program .

£

Pasal 155
(1) Setuen. Pengawas. Internai sebzgaimena dimaksud pada Pasar 5 diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur Utama;
(2} Satuan Pencawas Internal bertanggung jawab langsung Kepada Lirelktur Utama;

(3) Satuan-Pengawas Internai terdiii davi-ketua, sexretaris dan anggota;



(4) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melakukan pemeriksaan internai rumah

sakit dan melaporkannya kepada Direktur Utama.

Pasal 156
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (4), Satuan
Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:
(1) Penyelenggaraan penilaian pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem
pengendalian manajemen rumah sakit;
{2) Penvelenggaraan pemeriksaan keuangan dan operasional rumah sakit;
(3) Pendoreng peiaksanaan pengawasan meiexat yang lebih efektif di rumah sakit;

{4) Penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 157
Struktur organisasi Rumah Sakit Clahraga Nasinnal sebragaimana tercantum dalam lampirar

peraturan ini.

BAB IIT
TATA KERJA
Pasai 158
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi di lingkungan rumah
sacit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di daiam

lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

Pasal 159
Setiap pimpinan satuan organisast waiih mengawasi bawanan dan apabila terjadi
penyimpangan wajio mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

dai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Fasal 160 , 8 S .
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan memoerikan bimbingar serta petunjuk bagi peleksanaan tugas

bawahanivva.



Pasal 161
Setiap pimpiran satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk den

bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laperan berkala pada waktunya.

Pasal 162
Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi gari bawahan, wajit
diolan dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebik lanjut dan untuk

memberikan petujuk kepada bawahan.

Pasal 163
Dewan Pengawas, Para Direktur, Kepala Bagian/Bidang/Instalasi, Kepala Sub Bagian, Kepala
Unit, Ketua Komite, Satuan Kerja Fungsional, dan Ketua Satuan Pemeriksaan Internal wajip

menyampaikan !aporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 164
Dalam menvampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan fenakap dengan semua
larmpirannye  dicampaikan pula kepada satuan organisasi jain yang secara fungsionai
mampunyeai hubungan kerja.
_ Pasal 184 .
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oieh Kepala
Satuan QOrganisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan

kepada bawahar masing-masing waiib mengadakar: rapat berkala.

BAB IV
- . : DEESELONISASI
5 . Pasal 166
Direhiur Utama, Direkiui Pelayanan Medik, Qirekiur Administrasi dan Keuangan, Direktur
Pengembangan SDM & Kerjasama Antar Lembaga, Direktur Dukungan Kesehatan,
Kebugaran, Atler % Pertardingan Oiahraga, -seluruh-repala Ridang/Bagian, seriz jacatan
struktural vang herada dibawahnya adalzh jabatan non-sselon.
rasal 167
Jabaton Direxiur Utamia sebagaimana dimaksiid pada pasal 166, untuk seterusnys
disetarakan dengan jabatan eselon IT a.
Pasai 163



Jabatan sebagaimanz dimaksua pada naza! 165 capat dijabat oleh tenage fungsicnal yang
diberi tugas tambahan memimpin satuan kerja dan / atau unit kerja.

Pasai 169
Tunjangan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABYV
KETENTUAN PENUTUP
.Pasal 170
Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapakan oleh
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga cetelah mendapat persetujuan tertulis dari Menter:
yanyg bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

rasal 171
Tatalaksanz dari Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pemuda

dan Olahraga.

rasal 172

Feraturan Menter ini mulai berlaku pacdia tangygal diundangkar:

Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahikan nengundangan Peratursn Menteri ini

dengan panempatannya dalam Berita Negara Republik indonesia,
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